DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN

STANDAR OPERASIONAL PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
PROSEDUR (SOP)

BIDANG : TATA LINGKUNGAN

I. TUJUAN :

1. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai
upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijak sana dalam
pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu
hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan; -

2. Setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga
langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat
dipersiapkan sedini mungkin; .

3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai
dampak besar dan penting terhadap lingkungan_hidup.

II. RUANG LINGKUP _ : .
a. Membentuk komisi penilai, Tim Ahli, Tim Tehknis dan Sekretarian. Komisi Penilai
AMDAL Daerah Kabupaten Karimun; ' " S, Sy
b. Melakukan penilaian Dokumen AMDAL terhadap-jenis kegiatan dan/usaha yang
masuk dalam kewenangan komisi penilai AMDAL Daerah Kabupatgn Karimun; ‘
. Menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLFI); :
. Menerbitkan Izin Lingkungan; 5
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pelaksanaan AMDAL. - -

.0 a0

II1. DEFINISI : , _

* Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan adalah surat

keputusan yang yang di terbitkan oleh Kabupaten Karimun setelah dokumen AMDAL

yang disusun oleh pemrakarsa dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian Komisi

penilai AMDAL Daerah Kabupaten Karimun terhadap dokumen analisis_dampak

lingkungan hidup (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) “dan
réncana pemantauan lingkungan hidup (RPL);




usaha dan/atau kegiatan,

IV. REFERENSI/KEBIJAKAN

VI.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis-
jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup; ‘

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
dan Izin Lingkungan;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN _
Diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan oleh Bupati
Karimun. ‘ = :

PROSEDUR/DIAGkAM ALIR PENILAIAN -\ .
Digram alir dan jangka waktu penilaian yang dibutuhkan pada_penilaian  dokumen
AMDAL pada Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Karimur]_ sebagaimana terlampir.

=

Mengetahui, . ..
Dinas Lingkungan Hidup
F“ ] +




Dokumen Lingkungan Hidup dan Proses Pengajuannya di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karimun

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Namun, pada sisi
lain, pembangunan dapat memberikan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan
pencemaran, apalagi dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, pembangunan dan
lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya dua sisi
mata uang yang mempunyai nilai sama, karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi
ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis
sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Tidak disadari
bahwa akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan akan berdampak pada kerusakan
lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan agar seminimal mungkin dapat
berakibat rusaknya bentang alam lingkungan, baik lingkungan hayati dan non hayati. Untuk itu perlu
dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan
ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan.

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal, sedangkan untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Lingkungan
Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diajukan oleh pemrakarsa Penllalan dokumen AMDAL dilakukan
melalui dua tahap, yaitu penilaian terhadap kelengkapan administrasi Kerangka :Acuan-ANDAL yang |
dilakukan oleh sekretariat dan penilaian teknis oleh Komisi Penilai AMDAL yang meliputi penilaian
Kerangka Acuan-ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelo!aan dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). -

Sehubuﬁgéh’dengan_telah diterbit_kannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan yang meripakan Peraturan Pemerintah generasi ke-empat yang mengatur tentang
AMDAL yang ditambahkan dengan pengaturan UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang AMDAL sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986,
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999,
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka durasi waktu
yang diberikan pemerintah untuk memproses AMDAL hanya 125 hari kerja, dimana sebeIJmnya 180
hari kerja. Sedangkan durasi waktu pemeriksaan UKL-UPL tetap 14 hari kerja. Oleh karena itu
mengingat waktunya yang lebih singkat sehingga diperlukan suatu sistem dan mekanisme proses
pelaksanaan penilaian AMDAL agar lebih efisien, terencana dan transparan.




~-r=r wsw-urL uan SPpPL:

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang dibuat oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiata,
dinilai atay ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan—dampak lingkungan dan dijadikar
pedoman dalam pengelolaan dan Pemantauan lingkungan (AMDAL,UKL-UPL, atau SPpL) yang
dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung Jawab. Analisic
Mengenai Dampak Lingkungan yang disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

1, Usaha/kegiatan yang berdampak penting térhadap lingkungan wajib menyusun dokumen

Kesesuaié'h'bb"kumgr_lhLingkungan dengan Tata Ruang

. Penﬁjsunan dokurmen Amda_l,‘__ALlKL-UPL dan SPPL yang diajukan oleh penanggungjaﬁab

reéncana usaha dan/atau kegiatan: harys Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah_(RTRW)
dan/atau rencana tata ruang kawasan, -

* Apabila dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang diajukan oleh pemrakarsa lokasiﬁya tidak
S€suai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau réncana tata ruang kawasan
maka dokumen Amdal, UKL-UpL dan SPPL yang diajukan tidak ditanggapi dan dikembalikan

kepada Pemrakarsa dan/atay Penanggungjawab réncana usaha dan/atay kegiatan,

-



wewSiapa nal penung aalam penyusunan Amdal :

1. Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL waiib disusun oleh pemrakarsa
pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

2. Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta
bantuan pihak lain, baik itu sebagai penyusun Perorangan atau yang tergabung dalam
lembaga jasa penyusunan dokumen AMDAL.

3. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, paling
sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen AMDAL yang telah memiliki sertifikat kompetensi, -
terdiri dari 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai ketua tim dan 2 (dua) orang dengan
kualifikasi sebagai anggota tim. ‘

4. Komisi Penilai AMDAL wajib menolak pengajuan dokumen AMDAL yang penyusunnya tidak
memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku,

5. Lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL wajib berbadan hukum dan terdaftar di
Kementerian Lingkungan Hidup.

6. Dokumen AMDAL waijib disusun setelah rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan
mendapatkan izin lokasi, sebelum kegiatan prakonstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

7. Sebelum Dokumen AMDAL disusun, pemrakarsa wajib melakukan sosialisasi kepada
masyarakat peduli, pemerhati dan yang terkena dampak.

8. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, papan pengumuman pada lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan, papan pengumuman di wilayah pemerintah setempat dan
melakukan konsultasi publik kepada masyarakat terkena dampak.

Kewenangan Penilaian AMDAL : Bnig
Dalam melaksanakan tugas penilaian dokumen AMDAL, Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas
sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan mengacu Peraturan ‘Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi~Komisi Penilai Analisis

Mengenai ‘rDanglg‘Lingkungan Hidup. 7 '
Pemerintah Daerah KabUbétér‘i"Karimun telah membentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah yang
dituangkan dalam Keputusan Bupati- Karimun Nomor 660/DLH/11/1/2018 Tahun 2018 dan telah
diberikan lisensi oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor 660/36/DLHK/3.0/2018 tertanggal 31
Januari 2018. ;



_ T T T@matn aunMInSH AMUAL, UKL-UPL dan SPPL (SOP Kajian

Lingkungan)

A. Pengajuan dokumen AMDAL

Pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Komisi Penilai
AMDAL dengan syarat sebagai berikut :

a. Pengajuan dokumen Kerangka Acuan-ANDAL

1

2

Pemrakarsa menyerahkan 2 (dua buah) eksemplar Kerangka Acuan-ANDAL untuk dilakukan
pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL. -

Dalam hal Kelengkapan Administrasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Komisi Penilai
AMDAL, Pemrakarsa kegiatan dapat menggandakan sebanyak 25 (eksemplar) untuk
dilakukan penilaian secara teknis oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL.

b. Pengajuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL

1.

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan Kerangka Acuan-ANDAL yang telah
disetujui atau karena sudah terlampauinya jangka waktu 30 hari kerja namun Komisi Penilai
AMDAL belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan-ANDAL.

Pemrakarsa menyerahkan 2 (dua) eksemplar dokumen ANDAL dan RKL-RPL untuk dilakukan
pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.

Bila Kelengkapan Administrasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL,
Pemrakarsa kegiatan dapat menggandakan sebanyak 30 (eksemplar) untuk dilakukan
penilaian secara teknis oleh Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL. W . W
Bersamaan dengan pengajuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL pemrakarsa ‘mengajukan
permohonan izin lingkungan. e :

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertuilis oleh penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati. ' . Ve -
Setelah diterimanya permohonan izin lingkungan, Bupati melalui Komisi Penilai Amdal
mengumumkan permohonan dimaksud.

B. Pengajuan dokumen UKL-UPL atau SPPL.

1.

Pengajuan dokumen UKL-UPL dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin |
lingkungan oleh pemrakarsa dan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karimun sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
Pemeriksaan dokumen UKL-UPL dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa UKL-UPL di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun. o

Pengajuan SPPL diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun sebanyak 3
(tiga) eksemplar. '
Pemeriksanaan SPPL dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karimun.

e
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BERDASARKAN PP NO.27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
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SOP IZIN LINGKUNGAN, AMDAL DAN UKL UPL

BERDASARKAN PP NO.27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
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Pengaduanm

7

pengaduan
lengkap tidak
ditangani (10 Hari)

Instansi penanggung jawab

bukan bidang LH |
dan Kehutanan

; _instanéi terkait |

. |
R i

-

selesai

) Catatan :angka waktu pengelolaan

pengaduan 30 ( tiga puluh ) hari
kerja sejak pengaduan
dinyatakan lengkap ( diluar
pelaksanaan uji laboratorium )

' pengilan}
hukum pidana atau
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